
BUPATISERUYAN 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI SERUYAN 
NOMOR ~3, TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 3 TAHUN 2018 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

SETIAP DESA DI KABUPATEN SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2018 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERUYAN, 

a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 
Seruyan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Pem bagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 
Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2018 perlu 
disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
225/PMK.07 /2017 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Seruyan tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Seruyan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap 
Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2018; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pu.tang Pisau, Kabupaten 
Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi 
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 244); 

11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang 
Rincian Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 244); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, 
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 478); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07 / 2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(Berita. Negara Republik Indonesia TahUn 2017 Nomot 
537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 225 / PMK.07 / 2017 tentang 
Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 50 / PMK.07 / 2017 tentang Pengelolaan Transfer 
ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07 /2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap 
Kabupaten/ Kota dan Perhitungan rincian Dana Desa 
Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1884); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.07/2017 
tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah 
Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 

18. Peraturan Men.teri Desa, Pemban_gunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1359); 

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan 
Tahun 2018 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Seruyan Nomor 73); 
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20. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 
Nomor l); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBARAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SERUYAN N0M0R 3 TAIIUN 2018 
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN 
SERUYAN TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasall 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan 
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten 
Seruyan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten 
Seruyan Tahun 2018 Nomor 3) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 angka yakni angka 20 
dan angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati Seruyan ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seruyan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat 
Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian 
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah 
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan 
mensej~terakan masyarakat. 

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan. 

6. Bupati adalah Btipa.ti Seruyan. 
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7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan 
dan Lembaga Lain. 

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan berada di Kabupaten Seruyan. 

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. 

11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan 
oleh Menteri Dalam Negeri. 

12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah 
yang merupakan warisan yang masih hidup dan 
prakarsa masyarakat desa sesuai dengan 
perkembangan kehidupan masyarakat; 
Kewenangan berdasarkan halt asal usul adalah 
yang merupakan warisan yang masih hidup den 
prakarsa masyarakat desa sesuai dengan 
perkembangan kehidupan masyarakat. 

13. Kewenangan lokal berskala desa adalah 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat desa yang telah 
dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif 
dijalankan oleh desa atau yang muncul karena 
perkembangan desa dan prakarsa masyarakat 
desa. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang 
selan.jutnya disifigkat APB Dess., adalah tencima 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 
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15. Indeks Kesulitan Geografis Desa selanjutnya 
disingkat 1KG Desa adalah angka yang 
mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu 
desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan 
dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan 
komunikasi. 

16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang 
selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah sellsih 
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran. 

17. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut 
BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola 
aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, 
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana 
Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 
(enam) tahun. 

19. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya 
clisingkat RKP Desa, adalah penjabaran· dari RPJM 
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKUD adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
gubemur, bupati, atau walikota untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD 
adalah rekening tempat penylmpanan uang 
Pemerintahan Desa yang lllenampung seluruh 
penenmaan Desa dan untuk membayar seluruh 
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 

2. Ketentuan ayat (4), Ayat (6) dan ayat (8) Pasal 9 diubah, 
sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

Pasa19 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum. Daerah 
ke Rekening Kas Desa. 
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(2) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum 
Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa 
diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah 
persyaratan penyaluran telah dipenuhi. 

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling 

lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua 
puluh persen); 

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling 
lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% 
(empat puluh persen); 

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% 
(empat puluh persen). 

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD 
dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen 
persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB 

Desa dari Kepala Desa; 
b. tahap II betupa laporan realisasi penyerapan dan 

capaian output Dana Desa tahun anggaran 
sebelumnya, dari Kepala Desa dan; 

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa sampai dengan tahap 11 
dari Kepala Desa. 

(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana 
climaksud ayat (4) huruf c, menunjukan rata-rata 
realisasi penyerapan paling seclikit sebesar 75% (tujuh 
puluh lima persen) dan rata-rata capaian output 
menunjukan paling seclikit sebesar 50% (lima puluh 
persen). 

(6) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan 
rata-rata persentase capaian output dari seluruh 
kegiatan. 

(7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel 
referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian 
output, volume output, cara pengadaan, dan capaian 
output. 

(8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) beb.un memenUhi kebutuhan input data, 
kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi 
data dengan mengacu pada peraturan yang 
diterbitkan oleh kementerian/ Lembaga terkait. 
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3. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, 
sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: 

PasaJ.16 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau Pasal 9 
ayat (S); 

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); 
dan/atau; 

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 
daerah. 

(2) Penundaan Penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 
penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 
berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun 
anggaran sebelumnya. 

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya lebih besar dari jwnlah Dana Desa yang 
akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa 
tahap II tidak dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni 
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD 
tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 
30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang 
ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di 
RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
kepada Kepala KPPN selaku KPA Pertyaluran DAK 
Fisik dan Dana Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan 
kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
h~ c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional 
d1 da~rah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi 
penyunpangan penyaluran dan/ atau penggunaan 
DanaDesa. 

(8) R~korne~~a~i _ ~~~~aiman8; dimaksud pada ayat (7) 
d1sampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 
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4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga 
Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda 
dalam hal: 
a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah 
diterima; 

b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 
sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; 
dan 

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional 
daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana climaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 
a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhimya 
tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan 
lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD 
sebagaimana climaksud pada ayat (2) kepada Kepala 
KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana 
Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang 
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda 
penyalurannya sebagaimana climaksud pada ayat (2) 
paling lambat akhir bulan November tahun anggaran 
berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam 
rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di 
RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 
rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan 
penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun 
anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan 
penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum 
disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN 
selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa 
paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun 
anggaran berjalan. 

PasalD 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 



10 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. 

Diundangkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal t~ l'l()\Jq..lM.\?'t-\1" 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATENSERUYAN, 

Ditetapkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal ~ t\~\l'""v->-'otr 2018 

BUPATI SERUYAN, y 
YULHAIDIR 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2018 NOMOR .?~ 

----;-) 
TEI.AH DIPERIKSA : I 

t . WAKIL BUPATI 

\ ~ SEKOA 

t \ ASISTEN 

j -~BAG a 




